
Menimbang : a.

Mengingat

IGPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA StrLATAN

NOMOR 236 TAHUN 2019

TENTANG

PtrMBEzuAN IZIN OPtrRASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL AT]]FAL AL FATIH WIJAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SEI.ATAN,

b.

bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal B ayat (2\
Peraturarr Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
orgalisasi berbadal hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan starrCar nasiona-1 pendidikan;

c. bahwa Raudhatul Athlal yang tercantum d.alam Lampiran
Keputusal ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dal kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan iiepala
Kantor Wilayaft Kementerian Agama provinsi Surnatera Selatan
tentang Pemberian Izin Operasional pendirian Raudhatul A:hial ^{t
Fatih Wijaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 re::a:: S-s::::
Pendidil<al Nasional jlembaran Negara Republik Indc::es:a la::,:::
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republ:..; -:::::::sr.
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Gu:-u l:.:: l: s=:-
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OC5 lic:,:: -:-.Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia \c::tc: j5 S6 :

-?. Peratura:t Pemerintah Nomor 19 Taltr:n 2OO5 te:::a:tq S:a:-:::
\asic:.a,l Pendidikan (Lembaran Negara Repu:iik l_-lc::-_.-_ - -=:r _:_2f,!5 ),o=c: :1. Tambahan Lembaran \egara Rel:.c-:.: -l-:r:::-.:_
-.1::1a: i.+9C .ce'JasaiL-,ana .,-lrh dirr\t; ;---^- :-)--^-,----



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOg tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara _RepublikIndonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O0B tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0B
Nomor 9 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOg tentang Gulr
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peratura' Perrrerintah Nomor 17 Ta-hun 2010 tentang pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Rlpublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturari Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 20 1 O
tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara RepubLik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dal prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengale Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peratural Menteri Pendidil<an Nasional Nomor 1 S Tahun 2 O 1 Otentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan ii
Kabupaten/Kota sebagaimana tela_h diubah menjadt pe:a:;ia::
Menteri Pendidikan dan Kebudayaal Nomor 2 3 Ta::;:: I I - .3

tentang Perubahan atas peraturan Menteri pendidika:: \asiona]
Nomor 15 Tahun 20 10 tentang Standar pelal.anan \Ijnimal
Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

10. Peraturau Menteri Agaroa Nomor 2 Tahun 20 12 tenlalg pengawas
Madrasah dan pengawas pendidikan Agama Islam pada S&olah(Berita Negara Republik Indonesia lahun 20 12 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan. Agama Islam pua, S.Lol"n (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

1 1. Peraturan ,v. enteri Agama Nomor 13 Tahun 2OI2 tentang
Organisasi da.lr Tata l(erja Instansi Vertikal Kementerian agaml
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor SS 1);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 telrtangPenyelenggaral pendidikan Madrasah (Berita Negara Repubtf,Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) setagaimant telah dir_rb"ndengar Peraturan Menteri Agama Nomor O6 fanun 2015 tentangPerfrbahan Atas Peratrrrei tuTe'1teri a--*^ ^T^*^



i,ienetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROViNSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL FATIH IVIJAYA KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.

Memberikal izin operasional pendirian madrasah kepad.a
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yalrg mempakan bagiar tidak terpisahkan d.ari Keputusan ini.
Seteiah jalgka wakru 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikar laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit per kembangan jumlah peserta didik,
pelaksa-naan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana) da-rl pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi paud/R:\
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundalg-undangan.

Dalarn ha1 perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana -dimaksud 

Dikturn
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam ha-1 perkembangan Rauclhatul Athlal sebagaimana
dimaksud daiam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhistandar oelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akred.itasi sebagaimana-dimaksud. Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
yin operasional sebagaimana dimJsud dalam Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d-i Palembang
Pada tanggal 11 Februari 2019

KEP;\LA KANTOR WILAYAH
KE\IE\TER]AN AG,Ii\,IA
PRo\ l\sr SuX-{6nr sFr \r \\

KELIMA
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..T?.IUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMtr}ITERIAN AGAMA
PRC\'I\SI SU N{ATERA SELATAN
\O\IOR 236 TAHUN 2019
- I,_\ 1-1i\ !J

PE\4BERIAN IZIN FENDIzuAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATIH W]JAYA
KABUPATEN OGAN KOMtrRING ULU

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPtrRASIONAI.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KtrMENTERIAN AG
PROVINSI S RA SELATAN

I Nama Madrasah RA. AL FATIH WIJAYA

2 Nomor Statistik Madrasah 101216010029
3 Alamat Madrasah Dusun I Desa Sumber Bahagia Kecamatan

Lubuk Batang
Desa / Kelurahan Sumber Bahagia
Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering U1u
Provinsi Sumatera Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ALFATIH WIJAYA SUMBER

BAHAGIA

5

6

Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 183 H. IQBALAMPUTRA, S.H.,\4.Kn

Tanggal 27 Desember 20 18

Pengesahan Akte Notaris

Orgalisasi Penyelenggara

AHU-002387 1.AH.0 1. 1 2 Tanggal 28

Desember 2018

..'.,

ZABIDI



ffi
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-20O/KW.06.4 .5 lKS.0.2l02l2Ye

Nama lvadrasah
Alarnat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Koia
Provinsi

Penyelen g g ara lr.4 ad rasa h

Akte Notans Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Berdiri Sejak

Diberikan kepada:

: RAUDHATUL ATHFAL AL FATIH WIJAYA
: DIJSUN I DESA SUN1BER BAHAGIA KECAIVATAN LUBUK

BATANG
: SUMBER BAHAGIA
: IUBUK BATANG
: , 

'ABUPA IEN OGAN KOMERING ULU
: Si 'MATERA SELATAN

: YAYASAN ALFATIH WIJAYA SUIMBER BAHAGIA
: NO. 1C3 ri. IQBALAIVPUTRA, S.H.,M.KN
: AHU-0023871.AH.C1.12 TANGGAL 28 DESEMBER 2018
: 11 FEBRUARI 2019

Dengan Nomor Statisiik Madrasah (NSM):

Palernbanq, 1 1 Februari 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SU]\IATERA SELATAN
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